PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR 1 TAHUN 2012

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan
Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 22 Tabun 2011
tetang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2012, perlu ditetapkan Peraturan Bupati
Tanggamus tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indones 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang 1994 Nomor 62 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 (Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang
Bawang dan Kabupaten Daerah tingkat II Tanggamus
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3667);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan bebas
dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesi Nomor 4286);

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan dan  Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan, Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana
telah beberapa kali diubah Terakhir dengan Undang-
undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan
Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 90,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Keuangan
Badan Layanan Umum (Lembar Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahj Republik Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
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16.
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22.
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Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576}
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintahan Nomor 56 Tahun 2005
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tabun 2005 tentang
Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan  Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintah  Daerah  Provinsi dan  Pemerintahan
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akutansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Repubilik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Nomor 5219);



24.

25.
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Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011
tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2012;

Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 03
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Tangamus (Lembaran Daerah Kabupaten
Tanggamus Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tangamus Nomor 13);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 01
Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus
Tahun 2009 Nomor 48);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 22
Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2012
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2011
Nomor 77);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2012.

Pasal 1
1. Pendapatan Daerah
a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp.
14.408.689.423,65
b. Dana Perimbangan sejumlah Rp.
670.459.395.452,80
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Rp.
145.510.358.775,65
Jumlah Pendapatan Rp.

830.378.443.652,10



2. Belanja Daerah
a. Belanja Tidak Langsung

1. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 445.425.321.507,98
2. Belanja Bunga sejumlah Rp.
0,00
3. Belanja Subsidi sejumlah Rp. 610.640.000,00
4. Belanja Hibah sejumlah Rp 73.329.269.695,00
5 Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 5.472.030.000,00
6. Belanja Bagi Hasil sejumlah Rp.
0,00
7. Belanja Bantuan Keuangan kepada
Provinsi / Kab/Kota dan Pemdes Rp. 12.299.500.000,00
sejumlah
8. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. 4.469.775.380,00

Rp. 541.606,536.582,98

b. Belanja Langsung

1. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 25.875.061.000,00
2. Belanja Barang dan Jasa Sejumlah Rp. 116.640.638.082,87
3. Belanja Modal sejumlah Rp. 181.887.473.609,00
Jumlah Belanja Rp. 324.403.172.691,87
Defisit Rp. (35.631.265.622,75)

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Daerah Rp. 53.000.000.000,00
b. Pengeluaran Rp. 17.368.738.377,25
Pembiayaan Neto Rp. 35.631.265.622,75
Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Rp. 0,00
Berkenan :

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana di maksud dalam pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan
ini.

Pasal 3

penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut
dalam lampiran II.

Pasal 4

lampiran sebagaimana dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 5

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang di tetapkan dalam peraturan ini di
tuangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja
perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.



Pasal 6
Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 2 Januari 2012

BUPATI TANGGAMUS,

BAMBANG KURNIAWAN

di undangkan di Kota Agung
tanggal 2danuari 2012
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGGAMUS,

GUNAWAN TARWIN WIYATNA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2012 NOMOR 164



